
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Produksi dan kebijakan ekspor kopra Makassar 1927 - 1958
Abdul Rasyid Asba, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=78734&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Produksi dan kebijakan ekspor kopra di Makassar merupakan jawaban dalam rangka memenuhi kebutuhan

ekspor dunia, baik pada masa Kolonial Hindia Belanda maupun pasca awal pembentukan ekonomi nasional

Negara Indonesia. Harapan ini dimungkinkan setelah adanya kebijakan Makassar pada tahun 1927 sebagai

satu-satunya pengekspor kopra untuk Wilayah Timur Besar.

 

Karena itu lahirnya kebijakan tersebut membawa transformasi bagi terbentuknya kekuatan ekonomi

kolonial. Transformasi ini membuat eksportir masuk Makassar. Pada waktu itu kesadaran petani untuk

berproduksi semakin meningkat, bahkan melahirkan enterpreneurship lokal dalam membentuk sistem

ekonomi Kolonial. Dalam pandangan ini paradigma teori Clifford Geertz dan J.H. Boeke kiranya kurang

relevan untuk diterapkan di Makassar karena masyarakat Pribumi (tradisional) telah mampu berakumulasi

pada perubahan dinamis dalam kehidupan ekonomi tanpa dikotomi dualisme ekonomi antara Barat dan

Timur.

 

Pada awal kemerdekaan proses perkopraan terus berlangsung, kepentingan lokal maupun pusat mulai

melibatkan diri dalam tata-niaga perkopraan. Eksportir dan produsen yang terbentuk sebelum perang

dielakkan. Pemerintah mulai mengambil alih secara langsung dalam politik perkopraan. Di ujung sistem

kebijakanaan itu Militer dan para Veteran mulai mengatur tata-niaga perkopraan. Akibatnya berbagai

wilayah produsen kopra mengeluh bahkan terhimpit hutang, karena militer dan veteran pelaku ekonomi itu

mengutamakan kekuasaan (keamanan) tanpa modal. Kopra yang telah diambil banyak yang tidak terbayar,

akibatnya melahirkan keresahan bahkan sebuah pemberontakan. Landasan teoretis ini memberikan

gambaran bahwa pada pasca awal kemerdekaan betapa dominannya pemerintah mengatur prekonomian dan

itulah sebabnya perekonomian kita hingga kini masih merupakan sebuah masalah yang belum terselesaikan.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

Production and the policy of copra ex/port in Makassar were the answer to fulfill the needs of world export,

in Dutch Colonial era and early formation of National Economy of Indonesia. This hope was possible after

Makassar policy in 1927 as the one of copra export for Region Timur Besar.

 

The birth of policy brought transformation for economy development of the Dutch Colonial. At that time,

the peasants consciousness to make the production more increased, even gave birth of lokal entrepreneurial

in Dutch economy. In this point Clifford Geertz and J.H. Boeke theory are not relevant to implement in

Makassar, because the natives have ability to adopt changes in economy without dualism-dichotomy

between West and East World.

 

In the early of Indonesia independence (1945) the importance of local and center government began

https://lib.ui.ac.id/detail?id=78734&lokasi=lokal


involved in copra trade. Exporter and producer which formatted before the war, was avoided. Government

began to take over directly copra trade. Finally some regions of copra production were complaint, even

wedged in debt, because both, Military and Veterans gave priority to power and security without capital .

Copra which had been taken a lot were not paid, and it caused chaos and revolt. This paradigme, gives the

answer that in the early of independence government had power to arrange economy structure.</i>


